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Abstract: Corruption is a special criminal act that is regulated outside the Criminal Code (KUHP). Especially 

because this issue is regulated separately outside the Criminal Code (Criminal Code). Because in accordance 

with Article 103 of the Criminal Code, it is emphasized that: "The provisions in Chapters II to Chapter VIII of 

this book also apply to acts which by other statutory provisions are threatened with criminal penalties, unless 

otherwise provided by law." The criminal act of corruption is categorized as an extraordinary crime that 

requires extraordinary measures, therefore the participation of various components from both the government 

and society is very necessary. The conventional methods that have been used have proven to be unable to solve 

the problem of corruption in society, so handling it must also use extraordinary methods. 
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Abstrak: Korupsivmerupakan tindakvpidana khusus yangvdiatur di luarvKitab Undang-Undang HukumiPidana 

(KUHP).
 
Khusus karena persoalan ini diatur tersendiri divluar KUHP (KitabvUndang-Undang HukumvPidana). 

Karena sesuai dengan Pasalv103 KUHP, menegaskan bahwa: “Ketentuan-ketentuan dalam BabiI sampai 

BabiVIII buku ini jugaiberlaku bagiiperbuatan-perbuatan yang olehvketentuan perundang-undanganvlainnya 

diancam denganvpidana, kecualiivjika oleh undang-undangivditentukan lain”. Tindakspidana korupsi 

dikategorikanisebagai kejahatan luaribiasa (extra ordinaryicrime) memerlukanipenanganan yang luaribiasa juga 

(extraiordinary measure), makaidari itu sangat diperlukaniperan serta dari berbagaiikomponen baik 

darivpemerintah maupun darivmasyarakat. Metodevkonvensional yang selamaiini digunakan terbuktiitidak bisa 

menyelesaikanipermasalahan korupsi yangaada dismasyarakat, makaspenanganannya punsjuga 

harussmenggunakan cara-caraiyang luaribiasa.
 

 

Kata Kunci: Pemidanaan, Tindak Pidana, Gratifikasi 

 

PENDAHULUAN 

Korupsisyang paling maraksdan banyaksmenjadi sorotansadalahsmengenai gratifikasi 

danssuap. Kecenderungansmemberikan sesuatu sebagaiiwujud penghormatan memangisudah 

berakar kuat padaibudaya Indonesia. Suap dalamsbahasa Indonesia adalahsupeti, upeti 

berasalsdari kata utpattivdalam bahasa Sansekertavyang kurang lebih berartivbukti kesetiaan. 

Menurutisejarah, upeti adalahisuatu bentuk persembahanidari adipati atauiraja-raja kecil 

kepada raja penakluk, dalam budaya birokrasi di Indonesia ketika kebanyakanipemerintahan 

masihimenggunakan sistem kerajaaniyang kemudian dimanfaatkan olehipenjajah Belanda, 

upetiimerupakan salah satuibentuk tanda kesetiaan yangivdapat dipahamiivsebagai 

simbiosisivmutualisme. Sistem kekuasaan yang mengambil pola hierarkis ini ternyata 

mengalami adaptasi di dalam sistem birokrasi modern di Indonesia.
1
 Kebiasaan tersebut 

sudah mengakar dalamibudaya birokrasi, maka budayaiupeti atau yang dipahamiioleh 

masyarakat sebagai pemberian, sulit diberantas. Karena sistem upeti dianggap sebagai 

                                                                 
1
 WahyudiiKumorotomo, BudayaiUpeti, Suap daniBirokrasiiPublik, (Jakarta: PT. BuanaiMitra, 2018), h. 2i 
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sesuatu yang biasa, maka hal iniilama kelamaan mengarahikepada suap sehingga 

menyebabkanivkorupsi membudayaivdiantara bangsaivIndonesia. Masyarakatikerap kali 

gagal dalamimembedakan antaraipemberian danisuap.
2
 

Kegiatanimemberikan sesuatu kepadaiseseorang dengan dilataribelakangi 

sebuahvmaksud apabila tidaksdicegah dapat menjadivsuatu kebiasaanvyang bersifatvnegatif 

dan dapatvmengarah menjadivpotensi perbuatan korupsivdi kemudianshari. Potensivkorupsi 

inilah yangsberusaha dicegah olehsperaturan undang-undang. Olehvkarena itu, 

berapapunvnilai gratifikasi yangvditerima seorang PenyelenggarasNegara atausPegawai 

Negeri, bilaspemberian ituipatut didugasberkaitan dengansjabatan/kewenangan 

yangsdimiliki, makassebaiknya PenyelenggaraiNegara atauiPegawai Negeriitersebut 

segeraimelaporkannya.
1
 

Gratifikasiidalam Pasali12B ayat (1) dan (2) Undang-UndangiNomor 20 Tahun 

2001stentang PerubahansAtas Undang-UndangsNomor 31 Tahuns1999 

tentangiPemberantasan TindakiPidana Korupsi, menyatakan bahwa: 

(1) Setiapigratifikasi kepadaipegawai negeri atauipenyelenggara negara 

dianggapspemberianssuap, apabilasberhubungan dengansjabatannya dan yangsberlawanan 

denganskewajibannya ataustugasnya, dengan ketentuanisebagaiiberikut: 

a. yangsnilainya Rp 10.000.000,- (sepuluhsjutasrupiah) atauslebih, pembuktianvbahwa 

gratifikasi tersebutvbukan merupakanvsuap dilakukanioleh penerimaigratifikasi; 

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 

pembuktianisbahwaivgratifikasi tersebut suapivdilakukan oleh penuntutiumum”. 

(2) Pidanaibagi pegawai negeriiatau penyelenggarainegara sebagaimana dimaksud dalamsayat 

(1) adalahspidana penjarasseumur hidupiatau pidanaspenjara palingssingkat 4 (empat) 

tahunsdan paling lamas20 (duaimipuluh) tahun, dan pidanaimidenda palingimisedikit 

Rp200.000.000,00 (duaisratus jutaisrupiah) dan palingisbanyak Rp1.000.000.000,00 

(satuimiliarirupiah). 

Selanjutnya secara lebih rinci dijelaskan dalam Penjelasan Pasalv12B ayat (1) 

Undang-UndangvNomor 20 Tahunv2001 tentang PerubahanvAtas Undang-UndangiNomor 

31 Tahuni1999 tentang PemberantasaniTindak Pidana Korupsi, yangimenyatakanibahwa: 

“Yang dimaksudidengan gratifikasiidalam ayatvini adalahvpemberian dalam artivluas, yakni 

meliputivpemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjamanvtanpa bunga, 

tiketvperjalanan, fasilitasspenginapan, perjalananswisata, pengobatanscuma-cuma, 

                                                                 
2
 Ibid., h. 5is 

1
 BaharuddiniLopa, KejahataniKorupsi dan PenegakaniHukum, (Jakarta: BukuiKompas, 2011), h. 64. 
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dansfasilitas lainnya”. Namunsketentuan sebagaimana dimaksud dalamsPasal 12Bsayat (1) 

tersebut dinyatakan tidaksberlaku jika penerimasmelaporkan gratifikasisyang diterimanya 

kepadaiKomisi PemberantasaniTindak PidanaiKorupsi.
2
 

Padaidasarnya gratifikasiibukanlah hal yang negatifidan hal yangisalah, namun 

dasarspembentukan peraturanstentang gratifikasi atauspemberian ini merupakanibentuk 

kesadaran bahwaigratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dansdapat 

disalahgunakan, khususnyasdalam rangkaspenyelenggaraan pelayananivpublik sehingga 

unsurivini diatur dalamivperundang-undangan mengenaiitindak pidanaikorupsi.
3
 Darissekian 

banyaknyasbentuk atausperilaku pejabat negara yangimenyimpang dan sudahimenjadi 

rahasia umumiyaitu sikap menerimaitips atau uangitambahan maupun barangidengan maksud 

danitujuan agariurusannya dipermudah diiluar prosedur yangitelah ada. Perilakuisemacam 

inisdikenal di kalangan masyarakatsdengan istilah suapsatau sogokan. Bentuk perilaku 

menerima suap iniiadalah salah satuibagian dari bentukikorupsi yang seringiterjadi 

diiIndonesia. 

Gratifikasisyang diartikanssebagai uang hadiahskepada pegawai disluar gaji yang 

telah ditentukan, perbuatan gratifikasi seperti yang diatur dalamiPasal 12BiviUndang-Undang 

PemberantasaniviTindak Pidana Korupsiividi atas merupakanibentuk tindakipidana baru 

berupa penajaman atauiformulasi khusus dari salah satu bentuk tindak pidana korupsi, yaitu 

perbuatan suap. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan memberi dan 

menerima suap diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

yang menyatakan bahwa: 

(1) Dipidanavpenjara palingvsingkat 1 (satu) tahunvdan palingvlama 5 (lima) tahunsdan/atau 

pidanasdenda palingssedikit Rp50.000.000,00 (limaspuluh jutasrupiah) dan palingsbanyak 

Rp250.000.000,00 (dua ratusilima puluhijuta rupiah), setiapiorangiyang: 

a. Memberi atau menjanjikanssesuatu kepada pegawaisnegeri atau penyelenggara negara 

dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggarainegara tersebut berbuatiatau 

tidak berbuatisesuatu dalamijabatannya, yangibertentangan denganikewajibannya; atau 

b. Memberiissesuatu kepadaispegawai negeri atauispenyelenggara negaraivikarena atau 

berhubunganividengan sesuatuisiyang bertentangan denganskewajiban, dilakukansatau 

tidaksdilakukan dalamijabatannya. 

                                                                 
2
 Pasal 12C ayat (1) Undang-UndangiPemberantasan TindakiPidana Korupsi. 

3
 DoniisMuhahardiansyah, dkk., BukuisSaku MemahamiisGratifikasi, (Jakarta: Komisi PemberantasaniKorupsi 

RepublikiIndonesia, 2013), h. 6. 



 
 
 

p-ISSN : 2962-889X, e-ISSN : 2962-8903, Hal 284-292 

287 

 
 
 

(2) Bagivpegawai negeri atauvpenyelenggara negaravyang menerima pemberian atausjanji 

sebagaimanasdimaksud dalamsayat (1) huruf a atausb, dipidana denganspidana yangssama 

sebagaimanasdimaksud dalamiayat (1). 

Adapun dalam konteksvhukum yangvberkembang, delik suapvberupa gratifikasi 

bukansmerupakan persoalansbaru. DalamsBahasa Latin, delikssuap disebutivbriba, 

yangivmaknanya “sepotongivroti yang diberikanivkepada pengemis”, makna 

iniskemudian berkembang kesmakna yang bisasdiartikan positif, yaknissedekah (alms), 

namunslebih dominan kepadasgift receivedsor givenvin ordervto influencevcorruptly, 

yangvdipahami oleh Muladivsebagai pemberianivatau hadiah yangivditerima atau 

diberikanivdengan maksud memengaruhiisecara jahat atauikorup.
4
 

Menurut Chidir Ali, seperti dikutip Firman Wijaya, arti memberi sesuatu yaitu 

meliputiissetiap penyerahanisbarang sesuatu yangisuntuk orangislain mempunyai nilai.
5
 

Kenyataan empiris seringkali terjadi bahwa seseorang hanya menawarkan sejumlah uang 

kepada pejabat atau pegawai negeri dengan janji akan ditunaikan setelah keinginannya 

menjadi kenyataan, di mana penawaran tersebut dapat diartikan sebagai suatu pemberian 

atau hadiah.
6
 Hoge Road, memandang menawarkan sesuatu berupa sejumlah uang bukan 

memberikan barang sesuatu (gift), akan tetapi memberikan suatu janji yang bersedia untuk 

dipenuhi jika penawaran itu diterima.
7
 

Lebih lanjut Firman Wijaya menjelaskan, bahwa makna memberikan sesuatu 

mempunyai makna yang berbeda bahkan memisahkan dengan pemberian yang sifatnya 

sukarela. Pembuktian tujuan pemberian sesuatu, apakah sukarela atau dengan maksud 

mempengaruhi dan menggerakkan seorang pejabat untuk memenuhi apa yang 

dikehendakinya, tentunya dapat dinilaiHakim berdasarkan lingkup dan situasi dan waktu 

perbuatan pemberian sesuatu itu dilakukan.
8
 Janji itu sendiri merupakan suatu 

pemberitahuan bahwa pihak ketiga akan melakukan pembayaran atau mengusahakan 

sesuatu kemudahan atau keuntungan bagi pejabat atau pegawai negeri tersebut.
9
 

Di Indonesia, gratifikasi dikelompokan ke dalam dua kategori penerimaan 

gratifikasi, yaituisgratifikasi yangisdianggap sebagaiissuap, dan gratifikasi yang tidak 

dianggap sebagai suap. Gratifikasi yang dianggap sebagai suapsapabila hal-hal 

                                                                 
4
 Muladi, “Hakikat Korupsi dan Suap”, 26 Mei 2006, www.kompas.com, dalam FirmaniWijaya, 

DelikiPenyalahgunaaniJabatan daniSuap dalamiPraktek, (Jakarta:iPenaku, 2011), h. 29 
5
 Ibid., h.32 

6
 Ibid. 

7
 Ibid., 32-33 

8
 Ibid., h. 33 

9
 Lamintang dan Samosir, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.93 

http://www.kompas.com/
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yangsdiberikan kepada pegawaisnegeri dan/atauspejabat negaraiyang dianggap tidak 

sesuai denganikode etik atauigratifikasi yang dapat digolongkanssebagai tindakspidana 

korupsissuap, bilamana gratifikasistersebut diberikan kepada pegawai 

negeri/penyelenggara negara/pejabat yang berhubungan dengan jabatannya. 

Fakta dilapangan menunjukan bahwa kasus suap merupakan kasus yang paling 

banyak ditangani KomisiiPemberantasaniKorupsi (KPK), dengan total 761 kasus. 

Kasusssuap tersebut didominasi dilakukan oleh pihak swasta yang memiliki kepentingan 

kepada penyelenggara negara, jumlahnya tersebar di 336 kasus, sementara 281 kasus 

melibatkan anggota DPR dan DPRD.
10

  

Berdasarkansfakta yang telahsdiuraikan disatas, makasdapat dikatakan 

bahwavpenerimaan gratifikasi tersebutvtermasuk ke dalamvgratifikasi yang 

dianggapssebagaissuap, karena berlawanansdengan kewajiban atau tugas dari 

penyelenggara negara tersebut, termasuk untuk mempercepatiproses pelayanan atau 

menjaminiproses pelayananiselesai tepat waktu, atauijugaiuntuk hal yang 

menentukanikeputusan. Banyaknya kasus gratifikasi berupa suap saat ini tentu dapat 

berdampak buruk bagi negara, sehingga saat ini diperlukan integritas untuk memerangi 

praktik gratifikasi berupa suap. Korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi berupa suap 

yang saat ini terjadi di semua lini kehidupan, baik dilakukan oleh pihak swasta maupun 

pegawai pemerintahan akibat tidak dimilikinya integritas. 

Seharusnya kebijakan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemberatasan 

Tindak Pidana Korupsi dapat menimbulkan rasa takut dan efek jera terhadap pelaku, 

namun dengan semakin banyaknya pejabat pemerintah, baikislangsung maupunistidak 

langsung, dapat dikatakan bahwaiskebijakan tersebut belum efektif, karena belum dapat 

menimbulkan rasa takut dan efek jera terhadap pejabat negara tersebut.  

 

PEMBAHASAN 

KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA GRATIFIKASI 

Tindak Pidana Korupsi 

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, korupsi merupakan gejala Dimana 

pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, 

                                                                 
10

 Media Indonesia, “Kasus Suap Paling Banyak Ditangani KPK”, 9 September 2021, 

https://epaper.mediaindonesia.com/detail/kasus-suap-paling-banyak-ditangani-kpk, diakses pada tanggal 24 

Maret 2023 pukul 13.45 WIB. 

https://epaper.mediaindonesia.com/detail/kasus-suap-paling-banyak-ditangani-kpk
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pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.
11

 Korupsi merupakan penyelewengan atau 

penggelapan uang negara atau Perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk 

keuntungan pribadi atau orang lain.
12

 

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan 

kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang 

langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.
13

 

Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika 

membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena 

korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi 

atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor 

ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah 

kekuasaan jabatannya.
14

 

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri 

atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan 

negara.
15

 Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya 

penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. 

Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian 

tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat 

membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.
16

  

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan 

negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga 

dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku 

pribadi.
17

 Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Masyarakat, baik 

ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan 

biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa.
18

 

A. Sistem Pembuktian Gratifikasi 

Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah 

mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan 

                                                                 
11

 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 231 
12

 Ibid. 
13

 Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 168 
14

 Ibid., h. 169 
15

 Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Anti Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2016), h. 5 
16

 Ibid. 
17

 Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), h. 31 
18

 Ibid. 
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suatu Lembaga public atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu 

kontrak.
19

 Pelaporan gratifikasi meliputi pelaporan terhadap pemberian (dalam arti luas) 

yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 

perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik 

yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan 

sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. 

Pelaporan gratifikasi juga menganduk delik sistem pembalikan beban pembuktian, 

yaitu beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku 

pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Penerapan system pembalikan beban 

pembuktian dalam pelaporan gratifikasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana 

korupsi sudah diterapkan oleh Malaysia dan Singapura. Dengan adanya penerapan delik 

system pembalikan beban pembuktian pada pelaporan gratifikasi dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001, diharapkan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi akan lebih 

optimal dan efektif, setidak-tidaknya dapat mengurangi praktek korupsi yang selama ini 

telah terjadi.
20

 

B. Dasar Hukum Gratifikasi dan Hibah 

Dasar hukum tindak pidana gratifikasi dapat dilihat dari Pasal 12B ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada 

pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan 

dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Selanjutnya diatur 

juga dalam Pasal 12C ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan 

bahwa jetentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika 

penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan 

Korupsi. 

Penjelasan aturan hukum dalam Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana korupsi 

sebagai berikut: 

1. Dedenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

                                                                 
19

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2016), h. 216 
20

 Ibid. 
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Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu 

miliar rupiah). 

2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal 

diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan 

agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan 

dengan kewajibannya. 

3. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan 

kekuasaaannya memaksa orang lain memberikan sesuatu, membayar, atau menerima 

bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. 

Dasar hukum tindak pidana gratifikasi lainnya diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang 

Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, kemudian diatur pula 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian 

Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. 

Adapun dasar hukum hibah diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, yang menjelaskan bahwa hibah merupakan pemberian dari seseorang 

kepada pihak lain secara cuma-cuma. Kemudin dalam ketentuan lain diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkanvpembahasan yang telah disampaikan divatas, makavdapat disimpulkan 

sebagaiiberikut: Secara yuridis, tindak pidana gratifikasi yang dilakukan pejabat negara 

pidana gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat negara diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 12B 

Undang-Undang Tipikor. Namun, dalam Pasal 12B Undang-Undang Tipikor, pengertian 

gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, sehingga hal ini menyebabkan 

definisi gratifikasi tersebut bersifat ambigu atau multitafsir, karena rumusan Pasal 12B 

hampir sama dengan rumusan Pasal 12 Undang-Undang Tipikor, di mana dalam Pasal 12B 

mendefinisikan gratifikasi sebagai “pemberian” kepada pejabat negara dalam arti luas baik 

yang “diterima di dalam negeri maupun di luar negeri”, sedangkan Pasal 12 merumuskan 

pejabat negara yang “menerima” hadiah atau janji. Artinya, bahwa “pemberian” gratifikasi 

berupa suap terhadap pejabat negara merupakan “pemberian yang telah diterima” oleh 

pejabat negara, di mana keduanya sama-sama “pemberian” dan pejabat negara “menerima 

pemberian” tersebut. Padahal suatu muatan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak 
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boleh ditafsirkan berbeda selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan tersebut. 

Efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan gratifikasi berupa suap 

yang diterima oleh pejabat negara, belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak 

terungkapnya kasus tindak pidana gratifikasi berupa suap yang dilakukan oleh pejabat 

negara, terutama di daerah, yaitu penerimaan gratifikasi berupa suap oleh pejabat negara 

terkait dengan jabatan atau kewenangannya, baik suap terkait perizinan maupun terkait 

proyek-proyek pembangunan infrastruktur. 
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